BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 712, 2020 KEMENPAREKRAF. Penyaluran Bantuan
Pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Pedoman Umum.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan
ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif diperlukan
peningkatan kemampuan kualitas, kuantitas, dan
kapasitas perorangan, kelompok masyarakat, komunitas
dan organisasi kemasyarakatan bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah
melalui mekanisme bantuan pemerintah;

b. bahwa untuk pengaturan dan mekanisme pelaksanaan
bantuan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif diperlukan pedoman umum penyaluran bantuan
pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
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Mengingat

bahwa pengaturan mekanisme bantuan pemerintah yang
ada di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah
tidak memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan
serta kebutuhan organisasi sehingga perlu di ganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tentang Pedoman Umum  Penyaluran  Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional
2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5262);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 272);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan

adalah Bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan
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(1)

sosial yang diberikan pemerintah kepada perseorangan,
kelompok masyarakat atau lembaga
pemerintah /nonpemerintah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja
di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas
pemerintahan bidang ekonomi kreatif.

Deputi adalah Deputi di Lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif.

BAB II
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2
Penerima Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif meliputi:
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat; dan/atau

c. lembaga pemerintah/nonpemerintah;
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Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan badan usaha atau badan hukum
yang kegiatan atau usahanya terkait dengan bidang
pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.

Lembaga pemerintah /nonpemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pemerintah daerah;

b. inkubator wirausaha;

c. lembaga adat; dan

d. lembaga lainnya yang bergerak di bidang pariwisata

dan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) ditetapkan oleh PPK yang disahkan oleh KPA.

(1)

(2)

(3)

BAB III
JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 4
Jenis Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
meliputi:
pemberian penghargaan;

a
b. Dbeasiswa;

o

bantuan operasional;

e

bantuan sarana dan prasarana;

e. bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung, atau
bangunan; dan

f.  bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan yang ditetapkan oleh PA.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, berupa penghargaan yang diatur

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berupa uang pendidikan, biaya hidup, biaya buku/diktat,

biaya penelitian, dan/atau biaya lain yang dibutuhkan

untuk biaya pendidikan atau kuliah.
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